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IMPLEMENTASI ATURAN PEMBERIAN MUT‘AH DAN NAFKAH IDDAH
DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA (PTA) SAMARINDA
Nomor 12/Pdt.G/ 2012/Pta.Smd.

A. Profil PTA Samarinda
1. Sekilas tentang PTA Samarinda

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, pembentukannya bermula
dari Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957, tanggal 5 Oktober
1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Islam dan
Pengadilan Agama/ Mahkamah Islam Provinsi (PAMAP) di wilayah
Indonesia selain Jawa Madura dan sebagian Kalimantan.

Dengan Surat keputusan Menteri Agama Nomor : 4 Tahun 1958,
tanggal 6 Maret 1958 didirikan Pengadilan Agama Mahkamah
Syar’iyah Provinsi (PAMAP) yang secara resmi diresmikan sejak tanggal
1 Juli 1958 dan berkedudukan di Banjarmasin.

Penempatan kedudukan PAMAP di Banjarmasin didasarkan
bahwa Banjarmasin adalah lbukota Provinsi Kalimantan pada tahun 1950
ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1981,
tanggal 22 Pebruari 1981 ditetapkan pemindahan kedudukan dari

Banjarmasin ke Samarinda dan sebagai realisasi dari pelaksanaan
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keputusan Menteri Agama tersebut, tanggal 1 September 1981
pemindahan karyawan dilaksanakan.

Pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama
Nomor : 76 Tahun 1983 dibentuklah Mahkamah Syar’iah Provinsi baru
di Samarinda Kalimantan Timur yang kemudian sebutannya berubah
menjadi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Wilayah  hukum
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada saat itu meliputi wilayah
hukum Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Barat dan Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 1992 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor :
95 Tahun 1982, tanggal 28 Oktober 1982 dibentuklah Pengadilan Tinggi
Agama cabang Pontianak yang selanjutnya disusul dengan penyerahan
wilayah Propinsi Kalimantan Barat ke Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 14 Maret 1984. Dua tahun berikutnya pada
tahun 1986 dibentuk cabang Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 207 Tahun 1986 dengan
wilayah hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18
Tahun 1987 meliputi wilayah hukum Propinsi Kalimantan Tengah. Sejak
penyerahan wilayah hukum tersebut, wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda hanya meliputi wilayah hukum Propinsi Kalimantan
Timur, setelah Kota Baru yang semula adalah wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda dipindahkan ke wilayah Pengadilan Tinggi

Agama Banjarmasin.
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Pada tahun 1984, tepatnya tanggal 18 Januari 1984 berkenaan
dengan tanggal 14 Rabi’ul Akhir 1404 H. Oleh Menteri Agama RI,
Bapak H. Munawir Sazali, gedung Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
diresmikan pengoperasiannya. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun
1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, wilayah
hukum Provinsi Kalimantan Timur ketika itu meliputi Kabupaten Daerah
Tk. 1l Kutai, Kabupaten Daerah Tk. Il Bulungan, Kabupaten Daerah Tk.
Il Berau, Kabupaten Daerah Tk. Il P asir, Kotamadya Daerah Tingkat Il
Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat Il Balikpapan, dan Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Tarakan.!

Tujuan

a. Meningkatkan kemampuan dan Kinerja Pengadilan agar lebih efektif
dan efisien;

b.  Meningkatkan Akutabilitas dan Transparansi Peradilan;

c.  Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Sasaran yang ingin dicapai

a. Menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman Yang mandiri, berwibawa
dan tidak memihak

b. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga Peradilan

kepada masyarakat dan pencari keadilan

! Sejarah Pendirian PTA. Samarinda®, http://www.pta-sama rinda.net/index.php?option=com_
content &task=blogsection&id=6&Ite mid=256, diakses pada 12 Maret 2015.


http://www.pta-samarinda.net/index.php?option=com_
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c. Menyelenggarakan pengorganisasian Peradilan Agama.

d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Visi dan misi
[ERWUIUDNY/ NILAI-NILAI UTAMA:
BADAN PERADILAN INDONES v KEMANDIRIAN
YANG AGUNC v INTEGRITAS
MENJALANKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA ¥ KEIUJURAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA ¥ AKUNTABILITAS
MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN v RESPONSIBILITAS
. v KETERBUKAAN
v KETIDAKBERPIHAKAN
v PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN
D D mw

MEMBERIKAN PELAYANAN
HUKXUM YANG
BERKEADILAN KEPADA
MENJAGA SR
KEMANDIRIAN MENGIATIAN
KUALITAS
BADAN KEPEMIMPINAN BADAN
PERADILAN ety
MENINGKATKAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN
KREDIBILITAS DAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BAGI
TRANSPARANSI BADAN SETIAP ORANG
PERADILAN
BADAN PERADILAN YANG MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN eI, HASIL: KEPERCAYAAN MASYARAKAT, KEPUASAN
FUNGSINYA SECARA EFEXTIF DENGAN DIDASAR KEAGUNGAN, | 2 PENGGUNA IASA PENGADILAN,
AERSRRAAN, OO SERRAAN SESTI e KETERIANGKAUAN PENGADILAN

Gambar 3.1 Visi, misi, dan strategi PTA. Samarinda
2. Struktur organisasi PTA Samarinda
Terlampir ?

B. Deskripsi Perkara Cerai Gugat Nomor 12/Pdt.G/ 2012/PTA.Smd.

Kasus cerai gugat dalam putusan ini adalah kasus cerai yang diajukan
Penggugat, seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di kota
Samarinda kepada Pengadilan Agama Samarinda. la menggugat suaminya

seorang lelaki yang bekerja sebagai wiraswasta dan juga bertempat tinggal di

kota Samarinda.

2 Ibid.
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Keadaan rumah tangga keduanya pada saat itu sering mengalami
kekacauan disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering melakukan
kekerasan terhadap Penggugat baik fisik maupun mental. Di samping itu,
Tergugat juga pernah kedapatan 2 (dua) kali main perempuan dan ternyata
telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan
Penggugat.

Terhadap pengajuan perkara tersebut, majelis hakim yang menangani
kasus tersebut memberikan putusan yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Samarinda Nomor 0856/Pdt.G/2011/PA. Smd. tanggal 21 Nopember
2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1432 H. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat, PEMBANDING
terhadap Penggugat, TERBANDING.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau
pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu.
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Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang
diasuh langsung dan hak peliharaan ( hadanah) sepenuhnya ada pada
Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan
dan pendidikan kepada ketiga orang anaknya minimal sebesar Rp
9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setiap bulan sampai ketiga anak
tersebut dewasa dan mandiri yang diserahkan melalui Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah
kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar mut‘ah kepada Penggugat
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar
Rp 501.000,- (lima ratus ribu rupiah). ®
Tergugat yang keberatan dengan hasil putusan tersebut kemudian
mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 0856/Pdt.G/2011/PA. Smd.
tanggal 6 Desember 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan
dengan sempurna kepada Terbanding pada tanggal 9 Desember 2011.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut, Majelis
Hakim Tinggi berpendapat bahwa hasil putusan Majelis Hakim PA

Samarinda telah tepat dan diambil oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai

% putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/ 2012/PTA.Smd., 2-3.
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pendapatnya, meskipun ada beberapa perbaikan pada bagian pertimbangan

hukum putusan terutama terkait dengan pemberian nafkah iddah dan mut‘ah.

. Pertimbangan  Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/
2012/PTA.Smd.

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Tinggi, dengan format

Drs. H. Suudi Azhary Lc, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Misbachul

Munir, SH. dan Drs. Abdullah Sidik, MH. masing-masing sebagai Hakim

Anggota. Diketahui putusan nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd. memiliki

pertimbangan sebagai berikut:

1. Karena putusan ini ada ditingkat banding, Majelis Hakim Tinggi menilai
bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Samarinda, khususnya pertimbangan hukum tentang
gugatan cerai, gugatan pemeliharaan anak (hadanah), dan gugatan biaya
pemeliharaan/nafkah anak, dipandang sudah benar dan tepat dan oleh
karenanya Majelis Hakim Tinggi mengambi | alih sebagai pendapatnya
sendiri, sedangkan pertimbangan hukum tentang nafkah iddah dan
mut‘ah Majelis Hakim Tinggi berpendapat perlu diperbaiki dan
ditambah.

2. Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa dasar hukum Majelis Hakim
Pertama dalam mengabulkan gugatan tentang nafkah iddah dan mut‘ah,
yaitu Pasal 41 huruf ¢ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149

huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah
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Agung Nomor 137/K/AG/2007 Tanggal 19 September 2007 sudah benar,

namun ketika dicermati ada beberapa hal yang harus diluruskan.

. Pasal 41 huruf ¢ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selengkapnya

berbunyi : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

e c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami

untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu

kewajiban bagi bekas istri‘, sedangkan P asal 149 huruf a dan huruf b

Kompilasi Hukum Islam selengkapnya berbunyi : ,Bilamana perkawinan

putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. Memberikan mut‘ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut gabla dukhil;

b. Memberi nafkah, maskan, dan Kiswah kepada bekas istri selama
dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau
nusyiz dan dalam keadaan tidak hamil®.

Sementara amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
137K/AG/2007 tersebut berbunyi antara lain : ,1. Menjatuhkan talak
satu ba’in  sughra Tergugat terhadap Penggugat, 2. Menghukum
Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah), 3. Menghukum Tergugat untuk
memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya minimal sebesar Rp
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka apabila diperhatikan

dengan seksama ternyata Pasal 41 huruf ¢ Undang-undang Nomor 1
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tahun 1974 yang menyatakan bahwa ,kewajiban bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban
bagi bekas istri® berlaku untuk semua jenis perceraian, yakni cerai talak
maupun cerai gugat, sedang Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa ,kewajiban bekas suami untuk
memberikan kepada bekas istri mut‘ah dan nafkan iddah® hanya berlaku
untuk jenis cerai talak saja, sementara itu Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 137K/AG/2007 yang juga menjadi dasar pertimbangan hanya
mewajibkan bekas suami membayar nafkah iddah saja, tidak disertai
kewajiban membayar mut‘ah kepada bekas istrinya.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 adalah putusan
yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama
Bekasi dengan petitum , menyatakan jatuh talak satu khul’i dari
Tergugat, terhadap Penggugat dengan ‘iwad Rp 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah), atas alasan (posita) yang pada pokoknya bahwa Tergugat
selama lebih 2 (dua) tahun ini tidak memberi nafkah kepada Penggugat,
Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat padahal
ia seorang guru, dan Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat
sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, kemudian gugatan
dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan amar ,Menyatakan
jatuh talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat®, akan tetapi
Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan tersebut

dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atas alasan
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umur yang tertera di surat gugatan berbeda dengan umur yang tertera di
akta nikah, kemudian di tingkat kasasi Mahkamah Agung kembali
menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi, bahkan dengan
tambahan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan
nafkah anak atas dasar perti mbangan untuk nafkah iddah pada Pasal 41
huruf ¢ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b
Kompilasi Hukum Islam dengan menyatakan ,meskipun gugatan
diajukan oleh istri, akan tetapi tidak terbukti istri berbuat nusyzz, maka
Mahkamah Agung berpendapat Termohon Kasasi harus dihukum untuk
memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Kasasi, dengan alasan istri
harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain untuk
istibra’, yang istibra’ tersebut menyangkut kepentingan suami .

. Terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010 tanggal
30 Juli 2010, yang secara ex officio (tanpa adanya tuntutan Penggugat)
mewajibkan bekas suami membayar mut‘ah, maskan, dan kiswah kepada
bekas istrinya atas pertimbangan ,kemelut rumah tangga ini disebabkan
Pemohon kasasi, setelah mempunyai pekerjaan menikah lagi dengan
wanita lain, padahal kesetiaan Termohon kasasi lebih dari cukup, sikap
yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi istri yang setia“.

Berdasarkan pada dua Putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis
Hakim Tinggi berpendapat bahwa pembebanan kewajiban nafkah iddah
dan mut‘ah terhadap bekas suami bagi bekas istrinya dalam perkara cerai

gugat (talak ba’in) dapat ditetapkan apabila perceraian tersebut
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disebabkan suami telah melakukan penganiayaan, kekerasan, maupun
kekejaman, baik fisik maupun mental kepada istrinya.

8. Dalam perkara ini, kemelut rumah tangga Pembanding dan Terbanding
ternyata terbukti disebabkan Pembanding telah melakukan kekerasan dan
penganiayaan fisik terhadap Terbanding sehingga dengan visum dokter
rumah sakit Terbanding melaporkan ke Polisi, akan tetapi karena
musyawarah keluarga maka laporan tersebut dicabut, di samping
kekejaman mental, Pembanding telah kedapatan 2 (dua) kali main
perempuan, malah telah menikah lagi dengan perempuan kedua tersebut
tanpa prosedur hukum yang benar.

9. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memperoleh alasan
yang kuat untuk menolak permohonan banding Pembanding dengan

menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut.*

D. Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/ 2012/PTA.Smd.

Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Masehi bertepatan dengan
tanggal 25 Jumadil Awal 1433 Hijriyah yang pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Suudi Azhary Lc, SH.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Misbachul Munir SH. dan Drs. Abdullah

Sidik MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

* Ibid., 3-7.
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berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal

13 Maret 2012 dengan dibantu oleh Hj. Siti Umi Habibah Maryam S.HI

sebagai Panitera Pengganti, dengan mengingat segala pertimbangan,

ketentuan perundang -undangan, dan peraturan -peraturan yang bersangkutan
dengan perkara ini. Memberikan putusan terhadap perkara cerai gugat sebab

KDRT sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat/Pembanding dapat diterima.

2. Menguatkan  Putusan  Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0856/Pdt.G/2011/PA Smd. tanggal 21 Nopember 2011 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 Hijriyah.

3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh

ribu rupiah).”

% putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/ 2012/PTA.Smd., 7.



